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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan oleh Penulis tentang 

kewajiban Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menangani krisis kemanusiaan di 

Suriah berdasarkan prinsip responsibility to protect, Penulis menyimpulkan bahwa: 

1. Konflik yang terjadi di Suriah menggambarkan kegagalan sistem internasional 

dalam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) melalui mekanisme yang telah ada, 

termasuk yang diusung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Meskipun PBB 

memiliki mandat untuk melindungi warga sipil dari pelanggaran berat HAM, 

implementasi prinsip Responsibility to Protect (RtoP) di Suriah menghadapi 

berbagai tantangan salah satunya karena adanya kepentingan politik yang saling 

bertentangan dari negara-negara pemegang hak veto di Dewan Keamanan, seperti 

Rusia dan Cina yang telah menyebabkan deadlock atau kebuntuan di Dewan 

Keamanan PBB. Sehingga, segala upaya yang dilakukan oleh PBB untuk 

menangani krisis kemanusiaan tidak berjalan secara maksimal. Krisis kemanusiaan 

yang terus berlanjut di Suriah, yang ditandai dengan tingginya angka korban jiwa 

serta pelanggaran HAM menunjukkan bahwa pemerintah dibawah rezim Bashar al-

Assad telah gagal menjalankan tanggungjawabnya untuk melindungi warga 

negaranya sendiri. Kekerasan represif termasuk penggunaan senjata kimia, 

menempatkan pemerintah sebagai salah satu actor utama dalam pelanggaran 
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tersebut. Oleh karena itu, humanitarian intervention perlu dilakukan sebagai salah 

satu upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut. 

2. PBB sendiri menghadapi banyak hambatan dalam melaksanakan 

tanggungjawabnya di Suriah. Hak veto yang digunakan oleh negara anggota tetap 

Dewan Keamanan seperti Rusia dan Cina sering kali menjadi penghalang utama. 

Selain itu, tindakan blokade yang dilakukan oleh pemerintah Suriah, pengalihan 

bantuan yang tidak merata, serta kurangnya pendanaan turut memperburuk situasi. 

Kondisi ini memerlukan mekanisme baru yang lebih efektif untuk mengatasi 

keterbatasan yang ada. Untuk menyelesaikan krisis ini, dibutuhkan pendekatan 

yang lebih komprehensif yaitu dengan memperkuat kerja sama di tingkat 

internasional. Prinsip Responsibility to Protect (RtoP) harus diterapkan secara 

konsisten dengan memperhatikan seluruh pilar utamanya, yaitu perlindungan, 

bantuan internasional, dan intervensi sesuai dengan kerangka hukum internasional 

yang berlaku.  

B. Saran 

Sebagai upaya untuk memastikan efektivitas tindakan kemanusiaan di 

Tengah kebuntuan Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum perlu mengambil peran 

yang lebih aktif melalui mekanisme Uniting for Peace. Langkah ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa upaya penanganan krisis kemanusiaan dapat terus berjalan 

tanpa terhalang oleh penggunaan hak veto oleh negara-negara anggota tetap Dewan 

Keamanan. Selain itu, evaluasi mendalam terhadap mekanisme hak veto perlu 

dilakukan, terutama dalam kasus yang menyangkut pelanggaran berat Hak Asasi 
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Manusia (HAM). Evaluasi tersebut perlu dilakukan agar keputusan yang diambil 

dapat lebih sesuai dengan tujuan dan prinsip yang tertuang dalam piagam PBB. 

Penyelesaian konflik di Suriah memerlukan pendekatan diplomatic dengan 

mendorong semua pihak yang bertikai termasuk pemerintah Suriah, kelompok 

oposisi, dan negara-negara yang berkepentingan untuk berpartisipasi dalam dialog 

yang bertujuan untuk mencari solusi damai yang berkelanjutan demi kebaikan 

jangka panjang masyarakat Suriah. Sedangkan melihat dari upaya bantuan 

kemanusiaan, pendanaan negara-negara anggota PBB serta komunitas internasional 

harus memperkuat kontribusi finansial untuk mendukung program bantuan 

kemanusiaan. Pengawasan terhadap distribusi bantuan juga harus diperketat guna 

mencegah adanya pengalihan bantuan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. 

Selain itu, perlu nya edukasi dan kampanye global mengenai pentingnya 

perlindungan HAM dalam konflik bersenjata perlu ditingkatkan. Upaya ini 

bertujuan untuk memperkuat tekanan internasional terhadap pihak-pihak yang 

melanggar hukum internasional serta mendorong dukungan masyarakat dunia 

terhadap implementasi prinsip Responsibility to Protect (RtoP). Dengan 

mengadopsi langkah-langkah tersebut, PBB bersama masyarakat internasional 

diharapkan mampu menangani krisis kemanusiaan di Suriah secara lebih efektif 

sekaligus mencegah terjadinya krisis serupa di masa depan. 
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